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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata “peradilan” berasal dari kata akar “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari “qadha”, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”.
 Dan ada pula yang menyatakan bahwa, umumnya kamus tid
ak membedakan atara Peradilan dengan Pengadilan.

Dalam litelatur-litelatur fikih Islam, “peradilan” disebut “qodho”, artinya “menyelesaikan” seperti firman Allah:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
“manakala Zaid telah menyelesaikan keperluannya dari Zainab” (QS. Al-Ahzab : 37).

Ada juga yang berarti “menunaikan” seperti firman Allah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُفَانْتَشِرُوأفِى الأْ رْضِ
Apabila shalat telah ditunaikan maka bertebaranlah ke pelosok bumi (QS. Al-Jumu’ah: 10).

Disamping arti menyelesaikan dan menunaikan seperti penjelasan diatas. Arti qadha yang dimaksud ada pula yang berarti memutuskan hukum atau menetapkan suatu ketetapan. Dalam dunia Peradilan menurut pakar makna yang terakir inilah yang paling signifikan. Dimana makna hukum di sini pada asalnya berarti menghalangi atau mencegah,  karenanya qadhi dinamakan hakim karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang dzalim dari penganiayaan. Oleh karena itu apabila seseorang mengatakan “hakim telah menghukum begini” artinya hakim telah meletakkan sesuatu hak atau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang berhak.

Pengadilan merupakan pengertian kusus,  yaitu suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang  mempunyai kekuasaan absolut dan realtif sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam bahasa arab disebut al-Mahkamah.

Dengan adanya SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum, maka Diantara program kerja Pengadilan Agama Trenggalek sebagai wujud komitmen untuk memberikan pelayanan hukum dan dalam rangka mewujudkan Justice For All sebagaimana untuk memenuhi maksud SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, serta untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan para pencari keadilan bagi masyarakat pinggiran, miskin. Yaitu dilaksanakan Sidang Keliling yang bertempat di kecamatan atau di desa-desa, sehingga masyarakat di daerah-daerah tersebut dapat terbantu dari sisi finansial maupun waktunya, untuk tidak susah-susah datang ke Pengadilan Agama.
Sidang keliling yang dimaksud adalah sidang Pengadilan Agama yang dilakukan di luar tempat Pengadilan itu terletak, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di desa-desa maupun kecamatan-kecamatan dan sebagainya.

Sidang keliling atau sidang di tempat. Prinsip pokok adalah sederhana,  cepat dan biaya ringan. Dewasa ini, sidang keliling masih dirasakan sulit di lingkungan Peradilan Agama, karena antara lain:

1. Masih kurangnya tenaga hakim sehingga kalau sidang keliling maka pos pada Pengadilan Agama yang bersangkutan terpaksa tidak sidang.

2. Kurang atau tidak adanya biaya jalan bahkan juga alat transportasi, konon pula daerah luar jawa yang kabupatennya luas-luas, yang belum semua hubungan transportasi lancar.

3. Kalaupun dapat dilaksanakan sidang keliling, terpaksa menunggu kumpul dahulu ada beberapa perkara, tetapi hal itu tentunya akan memperlambat proses, padahal ada beberapa jenis perkara yang diikat oleh waktu tertentu, misalnya paling lama 30 hari sejak terdaftar di kepaniteraan, sudah harus disidangkan.
Sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Trenggalek yang bertempat di setiap kecamatan maupun  di desa-desa yang berada dalam kekuasaan relatif dan absolut Pengadilan Agama Trenggalek. Sesuai dengan jadwal dari progam Pengadilan Agama Trenggalek yang dimulai pada bulan Maret 2012 sidang keliling diselenggarakan di Desa Dongko. Adapun proses persidangannya dilaksanakan di kantor balai Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. Kecamatan Dongko merupakan lokasi yang lumayan jauh dengan Pengadilan Agama, diadakannya sidang keliling karena pada dasarnya sidang keliling dilakukan untuk membantu memudahkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan lokasinya terlalu jauh dan kondisi jalan yang berliku-liku, sehingga Pengadilan Agama Trenggalek mengambil alternatif di Kecamatan Dongko.
Sidang keliling di Dongko dilakukan dua kali dalam satu tahun, pada tanggal 16 maret 2012 untuk sidang yang pertama dan tanggal 30 maret  2012 untuk sidang yang kedua. Dalam sidang keliling yang dilaksanakan di Desa Dongko tersebut menyidangkan 10 perkara untuk sidang yang pertama dan 9 perkara untuk sidang yang ke dua. 

Adapun pelaksanaan dan proses sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Trenggalek mengikuti hukum acara peradilan yang berlaku. Baik proses pengajuan, pemanggilan maupun sidangnya, dengan ketentuan tersebut sidang berjalan secara efektif dan efisien. 

Adapun biayanya dalam sidang keliling tersebut tidak ada yang membedakan dengan sidang di pengadilan. Begitu juga dengan status hukum putusannya, karena tempat sidang keliling hanya dicatat dalam berita acara. 

Pada sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Trenggalek dari beberapa wilayah, untuk perkara yang paling banyak masuk dan diselesaikan dalam sidang keliling tersebut adalah pada sidang keliling yang bertempat di Desa Dongko.     

Sesuai dengan amanat SEMA tersebut Pengadilan Agama Trenggalek telah melaksanakan progam yang mana untuk mempermudah bagi masyarakat pinggiran yang mencari keadilan dalam hal perkara-perkara yang berkaitan dengan Pengadilan Agama. 
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang dan dasar hukum diselenggarakan sidang keliling di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek?

2. Bagaimana mekanisme praktik sidang keliling di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek?
3. Apa faktor penghambat dan pendukung sidang keliling di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui latar belakang dan dasar hukum diselenggarakan Sidang keliling di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui mekanisme praktik Sidang keliling Pengadilan Agama Trenggalek di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung sidang keliling di Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. 
D. Kegunaan Penelitian
1. Secara teoritis.
Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmiah di bidang yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa di luar gedung Pengadilan Agama (Sidang keliling).

2. Secara praktis.

a. Bagi peneliti.
Menambah wawasan dan pengalaman peneliti sebagai akademisi dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa di luar gedung Pengadilan Agama (Sidang keliling).
b. Bagi Pengadilan
Menjadi sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan penegak keadilan  agar lebih membawa kebaikan  bagi  pihak-pihak yang terkait.
c. Bagi peneliti lain. 
Menambah referensi bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud mengkaji tema yang sejenis.
E. Sistematika Pembahasan
Untuk lebih mempermudah di dalam pembahasan, skripsi ini penulis bagi membagi ke dalam lima bab. Dalam setiap bab penulis bagi menjadi beberapa sub bab, dan masing-masing bab memiliki hubungan yang erat, artinya antara bab satu sampai bab yang ke lima merupakan kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
Pada bagian utama skripsi ini terdiri dari bab-bab sebagai berikut :

BAB I
 PENDAHULUAN: Pada bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Pada bab ini terdiri dari pembahasan tentang: pengertian Pengadilan Agama, dasar kedudukan Pengadilan Agama, tugas dan kewengan Pengadilan Agama, hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, mekanisme persidangan di Pengadilan Agama. 
BAB III  METODE PENELITIAN: Pada bab ini terdiri dari pembahasan tentang: Jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan, keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini terdiri dari pembahasan tentang: diskripsi lokasi penelitian, temuan penelitian dan pembahasan penelitian.
BAB V PENUTUP: Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran.
1








�Ahmad Warson Munawir, al-munawwir (Kamus Arab - Indonesia), Cet. Pertama, Tahun 1996 M, Jakarta, Hal. 1215.


�Abdul Mujib Mabruri Thalhah sapiah AM. Kamus Isyilah Fikih, (Jakarta: PT. Pustakafirdaus, 1994) Hal. 258


�Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Madinah: Kompleks Percetakan Al-Quran Raja Fahd, 1411 H


�Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Madinah: Kompleks Percetakan Al-Quran Raja Fahd, 1411 H


�Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam, dicetak. Bulan September 1994, Yogykarta, PT Ma’arif, hal. 29.


�Gemala Dewi, et. al., Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 3.


�Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, cet, 10. Tahun 2003, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 127.


�Ibid., hal 128





2

